
 
BUPATI TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR  10 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  

NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TEGAL, 

 
Menimbang  : a.  bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah 

Tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 180/008127 perihal Hasil 
Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal maka perlu 
dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal  Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019); 

  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 ) ; 



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475) ; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;  

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3050); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan 
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37  Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 37  Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10  Tahun  
2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal   Nomor 17) ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
21)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah  Kabupaten  Tegal   Nomor 6 
Tahun 2008  tentang  Pola  Organisasi  Pemerintah 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 
Nomor 9, Tambahan  Lembaran  Daerah Kabupaten Tegal  
Nomor 33) ; 



21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2009); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 41); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor  89 ); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL 
dan 

BUPATI TEGAL 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 41) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 89); 
diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan  Pasal  33  ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi 

sebagai berikut : 
 



Pasal 33 
 

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk  ke Dinas, paling 
lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. 

(2) Setiap kelahiran yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang 
wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas berdasarkan 
keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat 
terbang. 

(3) Pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang 
tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, 
didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita 
Acara Pemeriksaan dari kepolisian. 

(4) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan 
Kepala Dinas. 

(5) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan 
diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

 
2. Ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 44 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 44 
 

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Keluarga atau Ketua Rukun 
Tetangga kepada Dinas, paling lambat 30  (tiga puluh) hari sejak 
tanggal kematian. 

(2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dicatat 
pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.  

(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berdasarkan keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau 
dari Rumah Sakit/Dokter. 

(4) Dihapus. 
(5) Dihapus. 
(6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang 

atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh 
Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan 
pengadilan. 

(7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, 
Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari 
kepolisian. 

 
 
3. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai 

berikut : 



Pasal 65 
(1) Bentuk, isi dan format dokumen pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil serta formulir-formulir isian permohonan pelayanan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada sekarang 
tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan peraturan perundang-
undangan baru. 

(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum 
dikeluarkan,  peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

(2a) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang 
telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan 
tetap berlaku. 

(2b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dikecualikan 
untuk KTP non elektronik berlaku sampai dengan 31 Desember 
2014 atau sampai diterbitkannya KTP-el. 

(3) Dihapus. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal. 
                                                                
                                                                       

Ditetapkan di Slawi  
       pada tanggal 5 Oktober 2015 
 
                   Plh. BUPATI TEGAL, 
                                                                           WAKIL BUPATI 
              
         Ttd. 
 
                                                                             UMI AZIZAH 
Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 5 Oktober 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 
 
       Ttd. 
 
                HARON BAGAS PRAKOSA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR  10 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI 
JAWA TENGAH : (10/2015) 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOMOR  10  TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  

NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 
 

 
I.  UMUM 
 

Bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 
Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2015. 

Berdasarkan hasil  klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah 
Nomor : 180/008127 perihal Hasil Klarifikasi  Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal, beberapa pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud 
perlu disesuaikan dengan hasil klarifikasi. 

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
  
 Pasal I 
 Cukup jelas. 
 
 Pasal II 

Cukup jelas. 
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